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KEWENANGAN KONSTITUSIONAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
KAITANNYA DENGAN KEKUASAAN PRESIDEN
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK
YUSTIFADINI

Perubahan UUD 1945 telah memberikan warna baru dalam sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia khususnya dalam sistem keterwakilan dalam
lembaga perwakilan rakyat dengan adanya pembentukan lembaga baru yakni
Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga negara yang mengakomodir
kepentingan daerah di pusat. Kewenangan DPD yang diberikan oleh UUD 1945
berkaitan dengan kepentingan daerah. Tetapi dalam pelaksanaannya, kewenangan
DPD sebagai lembaga perwakilan daerah di parlemen Indonesia masih dirasa
memiliki kelemahan-kelemahan, misalnya ketidakjelasan fungsi legislasi yang
dimiliki DPD dan dalam hal pengawasan kepada eksekutif (Presiden), kekuasaan
yang dimiliki DPD dirasa belum cukup mengakomodir hal tersebut.

Berdasarkan latarbelakang tersebut, perumusan masalah dalam penelitian
ini sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaturan kewenangan DPD dalam sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia? (2) Bagaimana pelaksanaan hubungan
ketatanegaraan DPD dengan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik
Indonesia? (3) Bagaimana kendala/hambatan hubungan DPD dengan Presiden
dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia?

Penelitian yang akan penulis lakukan termasuk tipe penelitian normatif
dengan analisis bahan hukum. Analisis bahan hukum dilakukan dengan analisis
kualitatif. Langkah selanjutnya dalam menganalisis dan menginterprestasikan data
kualitatif adalah merumuskan hipotesa-hipotesa (pernyataan-pernyataan).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kewenangan DPD diatur di
dalam BAB VIIA Pasal 22C ayat (1), (2), (3) dan (4), sampai dengan Pasal 22D
ayat (1), (2), (3) dan (4). Tentang mekanisme pemilihan DPD diatur di dalam
Pasal 22E ayat (2), (4) UUD 1945, selain di dalam UUD 1945 ketentuan hukum
mengenai keberadaan dan fungsi DPD diatur dalam undang-undang Nomor 22
Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Pelaksanaan
hubungan ketatanegaraan DPD dengan Presiden dalam sistem ketatanegaraan
Republik Indonesia dilaksanakan dengan menjalankan fungsi-fungsi dari DPD
vakni dalam fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan serta pemberian putusan
dalam sidang paripurna MPR untuk mengimpechtment Presiden/Wakil Presiden,
dimana DPD termasuk didalamnya sebagai bagian dari MPR untuk memutus
presiden. Hambatan/kendala yang ada dalam pelaksanaan hubungan DPD dengan
pemerintah adalah masih terbatasnya fungsi-fungsi yang dimiliki oleh DPD,
misalnya dalam fungsi legislasi, DPD hanya sebagai lembaga yang dapat
mengajukan usul rancangan undang-undang dan turut serta membahas rancangan
undang-undang yang berkaitan dengan daerah, otonomi daerah, pembentukan,
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pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD hanya
sebatas lembaga pengusul dan pembahas tidak menjadi lembaga yang menentukan
disetujui atau tidaknya rancangan undang-undang yang telah dibahas tersebut

Kata Kunci
- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
- Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia
- Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
- Lembaga Perwakilan Daerah
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1.  Latar Belakang

Reformasi tahun 1998 yang terjadi di Negara Republik Indonesia
membawa perubahan yang mendasar pada struktur Ketatanegaraan Negara
Republik Indonesia. Pada masa reformasi ada keinginan rakyat untuk
memperbaharui konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Keinginan tersebut
didasari oleh dinamika sosial, politik, hukum, dan ekonomi yang terjadi pada saat
reformasi tahun 1998 yang menginginkan tujuan kemerdekaan terwujud, yakni
..... Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial.... (Pembukaan UUD 1945).

Perubahan UUD 1945 telah mewujudkan sebuah konstitusi Negara
Republik Indonesia yang mengemban semangat supremasi hukum, pembagian dan
pembatasan kekuasaan lembaga-lembaga negara, penghormatan terhadap Hak
Asasi Manusia (HAM), kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan prinsip
desentralisasi.

Sebelum amandemen UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia
mengenal MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara yang merupakan penjelmaan
dari seluruh rakyat Indonesia. Lima Lembaga Negara antar lain yakni: DPR, DPA,

BPK. Presiden/Wakil Presiden, Mahkamah Agung berada dibawah MPR.
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DPR yang merupakan lembaga perwakilan rakyat memiliki fungsi yang cukup
kuat dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan, akan tetapi di dalam
prakteknya, keberadaan fungsi-fungsi konstitusional DPR (fungsi legislasi,
pengawasan dan anggaran) tidak berjalan.

Setelah amandemen UUD 1945 yang dilakukan sebanyak empat Kkali,
dimulai tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 susunan dan kedudukan Parlemen di
Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut meliputi
sistem pelembagaan dan hubungan tiga cabang kekuasaan Negara yang utama
(legislatif, eksekutif, dan yudikatif), sistem pemerintahan lokal, pengaturan
jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia yang lebih rinci, dan berbagai sistem
dalam penyelenggaraan Negara ( pemilihan umum, pendidikan dan kebudayaan,
perekonomian, dan kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan dan lain-lain)."

Sebelum amandemen UUD 1945 terjadi di tahun 1999 sampai dengan
tahun 2002, sebenarnya telah terjadi perubahan konstitusi di Indonesia, yakni di
tahun 1945 berlaku UUD 1945 sampai dengan tahun 1949, kemudian di tahun
1949 sampai dengan tahun 1950 berlaku konstitusi RIS 1949, tahun 1950 sampai
dengan 1959 berlaku UUD Sementara 1950, kemudian melalui Dekrit Presiden 5
Juli tahun 1959, Indonesia kembali lagi menggunakan UUD 1945 sebagai
konstitusi Republik Indonesia, sampai ditahun 1999 UUD 1945 diamandemen
sebanyak empat kali dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002.

Menurut M. Solly Lubis, pembabakan UUD yang pernah berlaku

semenjak tahun 1945 sampai sekarang, mulai dari UUD 1945, KRIS 1949, UUDS

' Abdul mukhtie Fadjar, Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta,
Konstitusi Press dan Citra Media, 2006, hal. 47.
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